
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1402, 2016 KEMENHUB. UPP Kelas I Tanjung Laut. Standar 

Pelayanan. 
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

   NOMOR PM 112 TAHUN 2016 

 TENTANG  

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN 

(UPP) KELAS I TANJUNG LAUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum, instansi pemerintah 

yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (PPK-BLU) wajib menggunakan standar 

pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan 

kewenangannya; 

  b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas 

pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

(UPP) Kelas I Tanjung Laut diperlukan adanya standar 

pelayanan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar 

Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

(UPP) Kelas I Tanjung Laut; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849); 

  5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4616); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5731); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5884); 

  11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  12. Peraturan  Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 

tentang Persyaratan Administratif dalam rangka 

Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi 

Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum; 

  14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 

2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, 

Barang, dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang 

Diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor 

Pelabuhan; 

  15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit 
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Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400); 

  16. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 615); 

  17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan 

Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1817) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan 

Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

760); 

  18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 

2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan 

Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan 

Penumpang Angkutan Laut (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1231); 

  19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311); 
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  20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 

2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390); 

  21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR 

PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA 

PELABUHAN (UPP) KELAS I TANJUNG LAUT. 

 

Pasal 1 

Standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

(UPP) Kelas I Tanjung Laut merupakan pedoman pelayanan 

yang wajib dilakukan pada Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjung Laut dalam penyelenggaraan 

kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengaturan, 

pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, 

keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta 

penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang 

belum diusahakan secara komersial. 

 

 Pasal 2 

(1) Standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

(UPP) Kelas I Tanjung Laut sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 meliputi: 

a. penyediaan dan pelayanan jasa labuh kapal; 

b.  penyediaan jasa pemanduan dan penundaan kapal; 

c.  penyediaan dan pelayanan jasa tambat kapal; 

d.  pelayanan jasa bongkar muat barang; 
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e.  penyediaan jasa alat; dan 

f. penyediaan jasa kepelabuhanan lainnya. 

(2) Standar pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjung Laut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari 

beberapa komponen yaitu: 

a. dasar hukum; 

b. persyaratan; 

c. sistem, mekanisme dan prosedur; 

d. jangka waktu penyelesaian; 

e. biaya/tarif; 

f. produk pelayanan; 

g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; 

h. kompetensi pelaksana; 

i. pengawasan internal; 

j. penanganan pengaduan, saran dan masukan; 

k. jumlah pelaksana; 

l. jaminan pelayanan; 

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan 

n. evaluasi kinerja pelaksana. 

(3) Standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

(UPP) Kelas I Tanjung Laut sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 3 

Standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

(UPP) Kelas I Tanjung Laut sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2017. 

 

Pasal 4 

(1) Standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

(UPP) Kelas I Tanjung Laut yang telah diterapkan secara 

penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib 

dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh 
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Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas 

I Tanjung Laut. 

(2) Hasil evaluasi dan perbaikan standar pelayanan pada 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I 

Tanjung Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Menteri Perhubungan. 

 

Pasal 5 

(1) Untuk menerapkan standar pelayanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, Unit Penyelenggara Pelabuhan 

(UPP) Kelas I Tanjung Laut wajib menetapkan maklumat 

pelayanan. 

(2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban 

penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai 

dengan standar pelayanan telah ditetapkan. 

(3) Maklumat pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas 

dan luas.  

 

Pasal 6 

Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 

disusun sesuai dengan format maklumat pelayanan 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 7 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 14 September 2016 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 

 REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 16 September 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

              ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-9- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -10- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-11- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -12- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-13- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -14- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-15- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -16- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-17- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -18- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-19- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -20- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-21- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -22- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-23- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -24- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-25- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -26- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-27- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -28- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-29- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -30- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-31- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -32- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-33- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -34- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-35- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -36- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-37- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -38- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-39- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -40- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-41- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -42- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-43- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -44- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-45- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -46- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-47- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -48- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-49- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -50- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-51- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -52- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-53- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -54- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-55- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -56- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-57- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -58- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-59- 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 -60- 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2016, No.1402 
-61- 

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI 

PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 112 TAHUN 2016 

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA 

KANTOR UNIT PENYELENGGARA 

PELABUHAN (UPP) KELAS I TANJUNG 

LAUT 

 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 

 REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

  BUDI KARYA SUMADI 

 

MAKLUMAT PELAYANAN 
 
 

“Dengan ini, Kami Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjung Laut 
menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar 
pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap 

menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”  
 

 
 
 

 
…(Lokasi)……, …(dd/mm/yy)…… 

 
……….(Kepala UPP Kelas I Tanjung Laut)…….. 

 

 
 

(NAMA LENGKAP) 
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